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ABSTRACT

This study aims to assess the impact of spending on health, education, and social protection, each from the central and local
government budget, on the Human Development Index (HDI) variable due to the Covid-19 pandemic in the West (KBI) and East
Region (KTI) of Indonesia. The 2017-2021 population data are taken using purposive sampling by excluding populations that
did not meet the criteria of the research group. The development and condition of HDI and the three functions of central and
local spending in the KBI and KT1 regions are analyzed using descriptive statistical methods. Meanwhile, panel data regression
analysis with Fixed Effect Model (FEM) is used to identify and compare the influence of spending before and after the pandemic
in the two regions. Both central social protection spending, and local health spending experienced a spike in both regions after
the pandemic. Furthermore, the results of panel data analysis show that the effect of government spending variables and other
variables related to Covid-19 on HDI can be different between KBl and KTI regions. Local health, central education and social
protection spending in the KBI region has a positive and significant impact. In the KT region, the same effect occurs for central
health and social spending and local education and health spending. Based on these results, this study recommends a more
comprehensive follow-up evaluation and identification of the actual spending location so that evaluations can be carried out
more accurately.

Keywords: Government Spending, IPM, KBI and KTI, Model Data Panel

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada fungsi kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kawasan Barat Indonesia
(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KT1) dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi. Data
populasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2017-2021 diambil menggunakan purposive sampling
dengan mengeluarkan belanja yang tidak memenuhi kriteria dari kelompok penelitian. Analisis perkembangan dan kondisi
IPM dan tiga fungsi belanja pemerintah pusat pada wilayah KBI dan KTl menggunakan metode statistika deskriptif.
Sedangkan analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) digunakan untuk mengidentifikasi serta
membandingkan pengaruh belanja di masa sebelum dan setelah pandemi di kedua wilayah tersebut. Penelitian ini
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menemukan bahwa belanja perlindungan sosial pusat dan belanja kesehatan daerah mengalami lonjakan setelah pandemi
di dua kategori wilayah. Sebaliknya, untuk fungsi pendidikan, terjadi penurunan di wilayah KBI dan kenaikan di wilayah
KTI. Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa pengaruh variabel belanja pemerintah dan variabel terkait Covid-19
terhadap IPM berbeda antar wilayah KBI dan KTI. Belanja kesehatan daerah serta belanja pendidikan dan perlindungan
sosial pusat di wilayah KBI berpengaruh positif dan signifikan. Untuk wilayah KTI, pengaruh yang sama terjadi untuk
belanja kesehatan dan perlindungan sosial pusat serta belanja pendidikan dan kesehatan daerah. Berdasarkan hasil
tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan evaluasi pelaksanaan belanja yang belum mendorong
peningkatan IPM serta memperbaiki basis data yang belum dapat dianalisis pada penelitian ini karena lokasi riil
pemanfaatan belanja belum teridentifikasi.

Kata kunci: Belanja Pemerintah, IPM, KBI dan KTI, Model Data Panel
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PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara dengan
perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara
telah menunjukkan kemajuan arah pembangunan
yang baik dalam dua dekade terakhir (World Bank,
2020). Selama periode tersebut, Indonesia berhasil
mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil
dan mampu beradaptasi terhadap berbagai
tantangan dan dampak perkembangan ekonomi
dunia yang dinamis. Data Badan Pusat Statistik
(2022) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1
menunjukkan pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia yang stabil pada periode
2015-2019 vyaitu pada kisaran angka 4%-6%,
namun, pada tahun 2020 dan 2021 kondisi
perekonomian mengalami  kontraksi  akibat
pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang
signifikan terhadap perekonomian global, termasuk
di Indonesia (Maital & Barzani, 2020). Kebijakan

pembatasan mobilitas masyarakat yang
dilaksanakan  hampir di  seluruh  negara
mengakibatkan berkurangnya kegiatan

perekonomian (Nasution et al., 2020). Kajian yang
dilakukan Suparman (2021) menunjukkan bahwa
pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan
berbagai kebijakan terkait pengelolaan keuangan
negara dalam menghadapi dampak pandemi
dengan pendekatan strategi pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
berpusat pada penguatan sisi penerimaan dan
peningkatan relevansi sisi pengeluaran. Salah satu
strategi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah
realokasi anggaran dengan cara pengetatan
pengeluaran negara dari pos anggaran yang tidak
mendesak dan bukan termasuk belanja prioritas,
untuk digeser kepada pos anggaran yang memiliki
signifikansi dalam upaya pemulihan dampak
pandemi  seperti pemenuhan infrastruktur

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan
Indonesia
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2022a), diolah

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

1. Pada wilayah Kawasan Barat Indonesia
(KBI), perlu dilakukan evaluasi atas
implementasi belanja pendidikan
Pemerintah Daerah, belanja perlindungan
sosial Pemerintah Daerah, dan belanja
kesehatan Pemerintah Pusat karena
terindikasi tidak efektif.

2. Pada wilayah Kawasan Timur Indonesia
(KTI), perlu dilakukan evaluasi atas
belanja perlindungan sosial Pemerintah
Daerah  dan belanja  pendidikan
Pemerintah Pusat.

3. Institusi  pengelola data belanja
Pemerintah Pusat perlu melakukan
perbaikan data belanja yang saat ini
belum bisa diidentifikasi lokasi riil
pemanfaatannya, sehingga penelitian
yang komprehensif menjadi  sulit
dilakukan

kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus
ekonomi bagi dunia usaha.

Realokasi anggaran merupakan upaya
pemerintah dalam menerapkan langkah-langkah
memperlambat penyebaran wabah serta menjaga
kondisi perekonomian negara sehingga
menyebabkan  perubahan  struktur belanja
Pemerintah. Perubahan struktur anggaran belanja
oleh Pemerintah dilakukan melalui instruksi
pengembangan pelayanan kesehatan, perluasan
perlindungan sosial, dan menangkal bencana di
sektor perekonomian. Secara umum, perubahan
struktur belanja pemerintah berdasarkan fungsi
dapat dilihat pada Tabel 1. Dari seluruh fungsi
belanja di masa pandemi, belanja fungsi
perlindungan sosial mengalami kenaikan tertinggi,
yaitu sebesar 55,5% (dari Rp190,1 triliun di tahun
2019 menjadi Rp295,5 triliun di tahun 2020).
Sedangkan belanja fungsi kesehatan mengalami
kenaikan tertinggi kedua, sekitar 48% (dari sebesar
Rp71 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp105,1
triliun di tahun 2020).

Dengan mempertimbangkan kebijakan
realokasi anggaran sebagai respons dari pandemi
Covid-19 yang dilakukan pemerintah, penelitian ini
akan membandingkan realisasi belanja pemerintah
pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021
dengan periode waktu sebelum pandemi untuk
mengukur kualitas dan tingkat signifikansi dampak
pergeseran pagu belanja yang disebabkan oleh
adanya kebijakan anggaran tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang diperjelas menggunakan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang
Klasifikasi Anggaran belanja pemerintah dapat
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Tabel 1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi (miliar rupiah)

Kode Fungsi 2017 2018 2019 2020 2021

1 Pelayanan Umum 307.147,2 375.196,1 400.090,7 537.820,0 550.929,7
2 Pertahanan 117.506,6 106.832,3 115.4245 136.908,2 125.798,9
3 Ketertiban dan Keamanan 135.748,1 143.305,8 147.956,0 154.107,6 157.369,6
4 Ekonomi 307.7875 382.420,9 358.426,6 399.930,0 461.417,6
5 Perlindungan Lingkungan Hidup 10.613,7 13.709,6 16.094,0 13.041,8 13.996,1
6 Perumahan dan Fasilitas Umum 27.277,4 32.198,0 26.622,5 22.784,1 30.621,5
7 Kesehatan 57.225,1 61.869,7 71.006,9 105.088,5 211.328,8
8 Pariwisata 5.770,6 10.700,0 4.2299 3.1518 41139
9 Agama 8.8704 9.379,0 11.218,8 9.488,0 10.106,5
10 Pendidikan 138.507,3 1459417 155.160,2 155.1131 162.346,0
11 Perlindungan Sosial 148.905,5 173.771,6 190.083,7 295.517,8 272.6752

diklasifikasikan ke dalam fungsi dan organisasi.
Pengelompokkan menurut fungsi dipilah dalam 11
fungsi yang berkaitan dengan banyak aspek pada
pelayanan publik dan kenaikan kesejahteraan
masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: (1)
layanan publik, (2) pertahanan, (3) ketertiban
umum dan keselamatan, (4) ekonomi, (5)
lingkungan, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7)
pelayanan kesehatan umum, (8) pariwisata, (9)
keagamaan, (10) pendidikan publik, dan (11)
perlindungan sosial. Dari berbagai fungsi tersebut,
pengeluaran pemerintah yang ditujukan sebagai
penyediaan layanan pokok utama bagi masyarakat
sekaligus hak dasar warga negara Indonesia
sebagaimana tertulis pada Undang Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah fungsi
kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, penelitian ini  menggunakan
variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk
menilai dampak kebijakan pemerintah dalam
realokasi anggaran belanja fungsi kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial tersebut. IPM
merupakan indeks yang mempertimbangkan
kesejahteraan masyarakat dari sektor ekonomi,
pendidikan, dan kesehatan. IPM juga merupakan
data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja
pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu
elemen perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)
(Badan  Pusat Statistik, 2022b). Dengan
mempertimbangkan tiga sektor tersebut dalam
komponen perhitungannya, IPM menawarkan
gambaran yang komprehensif untuk diteliti dalam
rangka melihat pengaruh Covid-19 terhadap
masyarakat dan interaksinya dengan Kkebijakan
penanggulangan Covid-19 yang diambil oleh
pemerintah.

Motivasi dari penelitian ini adalah untuk
mengukur bagaimana dampak dari belanja
pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
terhadap IPM. Mempertimbangkan signifikansi
dalam pemulihan dari dampak pandemi dan

Sumber: Kementerian Keuangan (2022), diolah

layanan pokok yang terdampak pandemi, jenis
belanja yang akan diinvestigasi adalah belanja
fungsi kesehatan, fungsi perlindungan, dan fungsi
pendidikan. Alasan pemilihan IPM sebagai variabel
dependen adalah karena IPM merupakan indikator
yang komprehensif untuk mengukur kualitas hidup
manusia, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan.

Berdasarkan motivasi tersebut, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah
fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan
sosial berpengaruh terhadap IPM, (2) apakah Covid-
19 berpengaruh terhadap IPM, (3) apakah terjadi
perubahan pengaruh belanja pemerintah terhadap
IPM dalam masa pandemi Covid-19, dan (4) apakah
terdapat perbedaan pengaruh belanja pemerintah
di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan
Timur Indonesia (KTI), mengingat IPM pada KBI
cenderung lebih tinggi dibandingkan IPM pada KTI.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
rekomendasi terukur yang dapat meningkatkan
kualitas belanja dalam mencapai tujuan
pembangunan Indonesia secara efektif dan efisien.
Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat
membantu  pemerintah dalam  merumuskan
kebijakan belanja publik yang teruji dan memiliki
ketahanan yang mumpuni terhadap berbagai risiko
dan ketidakpastian global yang dapat berdampak
terhadap perekonomian nasional, didukung dengan
desain langkah-langkah pemulihan ekonomi dari
dampak pandemi Covid-19, melalui alokasi sumber
daya publik yang lebih baik dan selaras dengan
tujuan pembangunan nasional.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keynes menyatakan bahwa harga
bersifat kaku sehingga fluktuasi dalam setiap
komponen pengeluaran, baik konsumsi, investasi,
atau pengeluaran pemerintah, menyebabkan output
berubah (Priyono & Ismail, 2012). Apabila
pengeluaran pemerintah meningkat dan semua
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komponen pengeluaran lainnya konstan, maka
output akan meningkat. Implikasinya, kebijakan
belanja harus berorientasi kepada target
perekonomian.

Secara prinsip, kebijakan belanja yang diambil
pemerintah beserta seluruh sumber daya di
dalamnya secara umum diarahkan untuk
pembangunan manusia. Pembangunan manusia
memiliki  hubungan  yang kuat dengan
pembangunan perekonomian karena secara
signifikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,
taraf hidup, dan sosial kesejahteraan. Peningkatan
pembangunan manusia sangat penting bagi
pertumbuhan yang berkelanjutan karena dapat
meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan
output (Ali etal., 2012).

Classification of the Functions of Government
(COFOG) mengklasifikasikan pengeluaran
pemerintah menurut sepuluh fungsi utama yang
meliputi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban
dan keamanan umum, ekonomi, perlindungan
lingkungan, perumahan, dan fasilitas masyarakat,
kesehatan, rekreasi, budaya dan agama, pendidikan,
dan perlindungan sosial. Masing-masing fungsi
belanja memiliki keterkaitan satu sama lainnya.
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi berpengaruh signifikan
positif pada setiap komponen indeks pembangunan
manusia sedangkan pengeluaran untuk
infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap
indeks pendidikan dan pendapatan namun tidak
berpengaruh signifikan terhadap indeks kesehatan
(Maharda & Aulia, 2020).

Peran belanja pemerintah semakin penting
khususnya dalam rangka penanganan pandemi.
Pandemi Covid-19 yang mewabah pada akhir tahun
2019 direspon dengan berbagai kebijakan yang
membutuhkan  realokasi  (shifting)  belanja
pemerintah. Meski kebijakan yang diambil negara-
negara relatif mirip, volume realokasi belanja
pemerintah berbeda-beda antara satu negara
dengan negara lainnya. Shifting dilakukan sebagai
langkah counter-cyclical untuk menahan dan
membalikkan dampak buruk dari pandemi.
Amerika Serikat pada masa administrasi Presiden
Biden mengalokasikan tidak kurang dari US$1.884
miliar pada tahun 2021, atau setara dengan 8,8%
PDB Amerika Serikat tahun 2020 dalam berbagai
bentuk kebijakan (International Monetary Fund,
2022). Alokasi anggaran tersebut meliputi alokasi
kesehatan maupun bantuan langsung tunai bagi
masyarakat rentan. Alokasi ini menambah anggaran
tahun sebelumnya yang sebesar US$3.027 miliar
pada masa administrasi President Trump.

Tiongkok pada tahun 2021 mengalokasikan
US$720 miliar atau setara dengan 4,7% PDB
Tiongkok tahun 2020 (International Monetary

Fund, 2022). Shifting belanja tersebut meliputi
pencegahan dan pengendalian penularan, produksi
alat kesehatan, perlindungan sosial, serta relaksasi
pajak. India mengalokasikan dana tidak kurang
kurang dari 157% PDB India untuk
penanggulangan Covid-19, dengan sasaran baik
above-the-line maupun below-the-line
(International Monetary Fund, 2022). Belanja ini
belum mencakup penyediaan bahan makanan gratis
bagi 800 juta penduduk ketika India mengalami
puncak pandemi di mana kenaikan kasus Covid-19
mencapai 300.000 kasus per hari pada pertengahan
tahun 2021.

Brasil mengambil sejumlah langkah fiskal pada
tahun 2020 dengan mengalokasikan anggaran
pemerintah hingga mencapai 12% dari PDB, yang
sekaligus menyebabkan defisit primer Brasil
mencapai -7,2% dari PDB (International Monetary
Fund, 2022). Langkah-langkah fiskal tersebut
meliputi bantuan perlindungan sosial bagi rumah
tangga rentan, penyediaan alat kesehatan, insentif
perpajakan, serta transfer ke negara bagian. Rusia
pada tahun 2020 mengalokasikan dukungan fiskal
kurang lebih 3,5% dari PDB, atau 4% jika termasuk
jaminan utang dan suntikan penyertaan modal
(International Monetary Fund, 2022). Meski
dukungan fiskal menurun di tahun selanjutnya,
paket fiskal penanggulangan krisis masih dilakukan
dengan volume 1,8% dari PDB. Dukungan fiskal
tersebut meliputi belanja bidang kesehatan,
perlindungan sosial, serta dukungan usaha, dan
relaksasi pajak.

Pemerintah Indonesia juga melakukan shifting
belanja pemerintah melalui program pandemi
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC
PEN). Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan ditetapkan menjadi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
pemerintah menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020. Peraturan perundang-undangan tersebut
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Grafik 2. Capaian IPM dan Pertumbuhannya di Indonesia
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digunakan sebagai dasar perubahan postur APBN
Tahun Anggaran 2020 yang diperlukan sebagai
respon atas kondisi extraordinary.

Prioritas pemerintah diarahkan pada tiga
aspek utama vyaitu penanganan kesehatan,
penyelamatan ekonomi, dan stabilisasi sektor
keuangan  (Kementerian  Keuangan, 2021).
Pemerintah  Indonesia pada tahun 2020
menganggarkan sebesar Rp695,2 triliun melalui
enam klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial,
dukungan sektoral kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah, insentif usaha, dukungan
kepada usaha mikro kecil dan menengah, serta
pembiayaan korporasi (Kementerian Keuangan,
2020). Dukungan berlanjut di tahun 2021 di mana
Indonesia merealisasikan Rp655,14 triliun yang
didominasi  oleh  Kklaster  kesehatan dan
perlindungan sosial (Kementerian Keuangan,
2022).

IPM  merupakan sebuah standar yang
mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu
daerah sebagai indikator pembangunan yang dilihat
dari sisi manusia (Badan Pusat Statistik, 2022b).
Pengukuran pembangunan manusia menggunakan
IPM pertama kali digagas oleh Mahbub ul Haq
selaku  penasihat khusus United Nations
Development Programme (UNDP). Selanjutnya, IPM
diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan
dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan
dalam rangka mengevaluasi perkembangan
pembangunan manusia di dunia (United Nations
Development Programme, 1990).

IPM merupakan indeks yang
mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dari
sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022b), diolah

metode terbaru yang digunakan Badan Pusat
Statistik  (2022c), ketiga sektor tersebut
direpresentasikan dengan indikator Produk
Nasional Bruto (PNB) per kapita, angka harapan
lama sekolah, dan angka harapan hidup. Adapun
data IPM yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan IPM Provinsi. BPS menggunakan data
pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai
estimasi dari PNB per kapita karena data PNB per
kapita per provinsi tidak tersedia.

Dengan menggabungkan tiga sektor sebagai
komponennya, IPM merupakan salah satu indikator
pembangunan yang paling komprehensif. Di
samping itu, IPM juga merepresentasikan sumber
daya manusia (SDM) yang berada pada suatu
wilayah yang diukur. Menurut Todaro & Smith
(2012), SDM merupakan modal utama pada suatu
bangsa yang dapat menentukan akselerasi dan
bentuk pembangunan suatu negara.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang
cukup signifikan pada perlambatan peningkatan
IPM. Sebelum pandemi, setiap tahunnya IPM
Indonesia memiliki pertumbuhan yang stabil
dengan kenaikan rata-rata 0,89% per tahun. Di
tahun 2020, hanya tumbuh sebesar 0,03%
sebagaimana disajikan pada Grafik 2. Pada tahun
2021, dengan adanya program vaksinasi dan
pengendalian penyebaran pandemi, pertumbuhan
ekonomi Indonesia secara berangsur mulai
membaik. Kondisi yang membaik juga sejalan
dengan adanya mulai meningkatnya kembali IPM
sebesar 0,49%.

Perubahan struktur belanja pada masa
pandemi dilaksanakan untuk penanganan pandemi
dan mengatasi ancaman yang timbul dengan fokus
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pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan
pemulihan ekonomi. Dalam melihat dampak dari
belanja tersebut, salah satu caranya adalah dengan
melihat dampaknya pada IPM yang merupakan
indikator untuk melihat keberhasilan
pembangunan kualitas hidup penduduk. Hal
tersebut memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk
diteliti mengingat beberapa penelitian terdahulu
yang mengukur dampak belanja pemerintah
terhadap IPM belum mempertimbangkan dampak
dari pandemi Covid-19.

Penelitian-penelitian terdahulu yang
mengukur dampak belanja pemerintah terhadap
IPM antara lain dilakukan oleh Lubis (2015),
Pahlevi (2017), Haile & Nifio-Zarazta (2018),
Mongan (2019), Hidarini & Bawono (2020), AKIN &
KOC (2021). Lubis (2015) menggunakan data
belanja pemerintah daerah pada 33 provinsi di
Indonesia pada tahun 2002-2012 untuk mengukur
dampak belanja terhadap IPM. Penelitian
menggunakan model regresi data panel dimana
variabel independen yang digunakan meliputi
belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja
agrikultur, belanja infrastruktur, belanja kesehatan
dan pendidikan rumah tangga, populasi, jumlah
rumah sakit, jumlah sekolah, jumlah puskesmas,
jumlah dokter, dan persentase penduduk miskin.
Hasil penelitian menemukan bahwa belanja
kesehatan, agrikultur, dan rumah tangga
berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan
belanja pendidikan dan infrastruktur tidak
berpengaruh signifikan.

Penelitian Pahlevi (2017) menguji dampak
governance dan belanja pemerintah terhadap IPM
dengan menggunakan exploratory data analysis dan
regresi data panel 33 provinsi di Indonesia (kecuali
Kalimantan Utara) pada periode tahun 2008 dan
2012. Data variabel independen yang digunakan
meliputi Indonesia governance index, belanja
kesehatan (% terhadap PDB), dan belanja
pendidikan (% terhadap PDB). Hasil penelitian
menemukan bahwa belanja pendidikan
berpengaruh positif signifikan sedangkan belanja
kesehatan berpengaruh negatif signifikan.

Mongan (2019) melakukan penelitian yang
relatif serupa dengan penelitian Pahlevi (2017)
dengan fokus yang lebih besar terhadap berbagai
jenis belanja pemerintah berdasarkan fungsi dan
kategori pemerintah pusat/pemerintah daerah. Di
samping itu, penelitian  Mongan  (2019)
mengemukakan hipotesis yang menarik terkait
potensi kurva U terbalik dalam hubungan belanja
pemerintah dengan IPM, vyang berimplikasi
terhadap adanya nilai belanja pemerintah tertentu
yang paling optimal dalam rangka meningkatkan
IPM. Hipotesis tersebut tidak terbukti karena tidak
ada variabel-variabel kuadrat dari belanja
pemerintah yang signifikan pengaruhnya.

Hasil penelitian oleh Mongan (2019) tersebut
menemukan belanja kesehatan pemerintah pusat
dan belanja pendidikan pemerintah daerah
berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.
Sementara itu, belanja kesehatan pemerintah
daerah berpengaruh negatif signifikan, sedangkan
belanja pendidikan pemerintah pusat tidak
berpengaruh signifikan. Namun demikian, dapat
dilakukan pengembangan untuk menguji lebih
lanjut dengan mengganti variabel belanja menjadi
satuan nominal per kapita sebagaimana pada
umumnya digunakan dalam penelitian berbasis
Kurva Kuznets (Noor & Saputra, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin
membuktikan bahwa belanja pemerintah pusat dan
daerah pada fungsi pendidikan dan kesehatan
berpengaruh positif terhadap IPM. Hipotesis yang
diajukan selanjutnya dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

H1: Belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan
berpengaruh signifikan terhadap IPM

H2: Belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan
berpengaruh signifikan terhadap IPM

H3: Belanja pemerintah pusat fungsi kesehatan
berpengaruh signifikan terhadap IPM

H4: Belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan
berpengaruh signifikan terhadap IPM

Penelitian Hidarini & Bawono (2020) berfokus
pada data belanja pemerintah daerah 493
kabupaten/kota di tahun 2018. Belanja pendidikan
dan perlindungan sosial (dalam rupiah) digunakan
sebagai variabel moderating dalam regresi variabel
ruang fiskal terhadap IPM. Hasil regresi
menemukan belanja pendidikan berpengaruh
signifikan positif, sedangkan belanja perlindungan
sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap
ruang fiskal dan IPM.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin
memberikan argumentasi terhadap anomali
pengaruh negatif belanja pemerintah pusat dan
pemerintah daerah pada fungsi perlindungan sosial,
sehingga tambahan hipotesis yang diajukan sebagai
berikut:

H5: Belanja pemerintah pusat fungsi perlindungan
sosial berpengaruh signifikan terhadap IPM

H6: Belanja pemerintah daerah fungsi perlindungan
sosial berpengaruh signifikan terhadap IPM

Miranda-Lescano et al. (2022) menggunakan
model regresi data panel pada 57 negara dalam
periode tahun 2000-2018 untuk menganalisis
secara empiris dampak pengeluaran pemerintah
pusat dan daerah terhadap pembangunan manusia.
Hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran
kesehatan  membantu  meningkatkan  IPM
sedangkan pengeluaran pendidikan efeknya masih
belum jelas.
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Penelitian terkait pembangunan manusia
melalui pengeluaran pemerintah di sektor sosial
juga oleh Haile-Nifio-Zaraztia (2018) dilakukan
pada 55 negara berpendapatan menengah dan
rendah selama periode tahun 1990-2009. Penelitian
tersebut dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan agregat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja
perlindungan sosial memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut,
dapat dilihat bahwa belanja pemerintah umum
digunakan sebagai variabel independen dalam
penelitian terkait IPM. Hal tersebut sejalan dengan
evaluasi atas pelaksanaan pencapaian tujuan
pemerintah dalam bidang pembangunan manusia.
Adapun variabel jenis atau fungsi belanja yang
umum digunakan meliputi belanja kesehatan,
pendidikan, fasilitas umum, agrikultur, modal, dan
bantuan sosial. Jenis atau fungsi belanja tersebut
sejalan dengan komponen IPM sendiri yang
mencakup  kesejahteraan,  kesehatan, dan
pendidikan.

Khusus untuk penelitian yang dilakukan di
lingkup nasional, penelitian terdahulu pada
umumnya menggunakan data panel mengingat seri
waktu data di Indonesia masih terbatas. Berkaitan
dengan itu, penelitian oleh Lubis (2015), Pahlevi
(2017) dan Mongan (2019) menggunakan data
seluruh provinsi di Indonesia. Secara implisit, hal
tersebut mengasumsikan bahwa pengaruh belanja
pemerintah (koefisien) terhadap IPM di seluruh
provinsi di Indonesia adalah sama. Namun
demikian, penelitian terkait belanja kesehatan
terhadap indikator kesehatan publik pada beberapa
provinsi di Afrika Selatan menunjukkan adanya
pengaruh yang berbeda antar provinsi (Hlafa et al.,
2019). Hasil serupa juga dapat ditemukan dalam
penelitian terkait IPM dan PDB per kapita, dimana
sensitivitas IPM cenderung lebih tinggi pada negara
dengan tingkat IPM rendah (Islam, 1995). Oleh
karena itu, penelitian ini memisahkan model regresi
atas data panel 33 provinsi menjadi dua untuk
Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur
Indonesia (KTI). Data provinsi yang masuk ke dalam
model KBI meliputi 21 provinsi pada Pulau
Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, sedangkan
data provinsi yang masuk ke dalam model KTI
meliputi 12 provinsi pada Pulau Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain berdasarkan
lokasi geografis, pembagian kawasan tersebut juga
mempertimbangkan nilai IPM dalam provinsi di KBI
yang cenderung lebih tinggi dibandingkan provinsi
di KTI.

Model dalam  penelitian ini  hanya
menggunakan 33 dari 34 provinsi di Indonesia
karena Provinsi DKI Jakarta dikecualikan dari
model. Pengecualian tersebut dilakukan karena

Gambar 1. Kerangka Konseptual

EduCg H1
H8
EduLg H2
H9
SocCg H3
H10
H4
SocLg IPM
H11
HealthCg | 1>
H6
HealthLg
=
Sumber: Diolah Penulis
Keterangan:

: Variabel tanpa interaksi dengan dummy covid
: Variabel diinteraksikan dengan dummy covid

terdapat data belanja pemerintah pusat yang
tercatat di Provinsi DKI Jakarta belum bisa
diatribusikan kepada provinsi yang secara riil
mendapatkan manfaat dari belanja tersebut. Hal
tersebut menyebabkan data belanja pemerintah
pusat di Provinsi DKI Jakarta menjadi outlier apabila
dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat
pada provinsi lainnya. Penelitian terdahulu dengan
data belanja pemerintah pusat oleh Pahlevi (2017)
belum mempertimbangkan hal tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia
meningkatkan derajat desentralisasi fiskal dengan
memperbesar porsi Transfer ke Daerah (TKD)
dalam postur APBN. Kebijakan tersebut berpotensi
meningkatkan efektivitas pembangunan Indonesia,
khususnya apabila pemerintah daerah dapat
menciptakan dampak positif yang lebih besar untuk
setiap rupiah yang dibelanjakan.  Untuk
mengevaluasi potensi tersebut, penelitian ini juga
membagi  masing-masing  variabel  belanja
pemerintah menjadi variabel belanja pemerintah
pusat dan variabel belanja pemerintah daerah.
Penelitian terdahulu oleh Lubis (2015) dan Pahlevi
(2017) juga belum mempertimbangkan hal
tersebut.

Terakhir, dari seluruh penelitian terdahulu
yang menjadi referensi, belum ada penelitian yang
mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-
19 yang diduga dapat mengurangi dampak positif
dari belanja pemerintah terhadap kenaikan IPM.
Untuk itu, penelitian ini memasukan variabel
dummy dampak pandemi Covid-19 dan variabel
interaksi perubahan pengaruh belanja pemerintah
terhadap IPM di masa pandemi Covid-19. Hipotesis
yang diajukan untuk membuktikan pengaruh
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Tabel 2. Variabel yang digunakan

Variabel Satuan Sumber
IPM (LnIPMit) Indeks BPS
Belanja Pemerintah Pusat Fungsi Pendidikan (LnEduCgit) Miliar Rupiah Kemenkeu, Kemendikbud
Ristek, Kemenag
Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan (LnEduLgit) Miliar Rupiah DIPK
Belanja Pemerintah Pusat Fungsi Kesehatan (LnHealthCgit) Miliar Rupiah Kemenkeu, BPJS
Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan (LnHealthLgit) Miliar Rupiah DJPK

Belanja Pemerintah Pusat Fungsi Perlindungan Sosial (LnSocCgit) Miliar Rupiah Kemenkeu, Kemensos
Belanja Pemerintah Daerah Fungsi Perlindungan Sosial (LnSocLgit)  Miliar Rupiah DJPK

Interaksi dummy Covid-19 terhadap LnEduCg (EduCgDit) Miliar Rupiah
Interaksi dummy Covid-19 terhadap LnEduLg (EduLgDit) Miliar Rupiah
Interaksi dummy Covid-19 terhadap LnSocCg (SocCgDit) Miliar Rupiah
Interaksi dummy Covid-19 terhadap LnSocLg (SocLgDit) Miliar Rupiah
Dummy variable Covid-19 (DCovit) Indeks
Sumber: Diolah Penulis
negatif dummy Covid-19 terhadap IPM adalah dari tahun 2017 hingga 2021 yang diperoleh dari
sebagai berikut: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

H7: Dummy Covid-19 berpengaruh  negatif
terhadap IPM

H8: Pandemi Covid-19 memoderasi pengaruh
belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan
terhadap IPM

H9: Pandemi Covid-19 memoderasi pengaruh
belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan
terhadap IPM

H10:Pandemi Covid-19 memoderasi pengaruh
belanja pemerintah pusat fungsi perlindungan
sosial terhadap IPM

Teknologi, Kementerian Agama, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta
Kementerian Sosial. Sampel yang dipakai berupa
data cross section untuk 33 provinsi di Indonesia.
Provinsi DKI Jakarta dikecualikan dari pengelolaan
data pada penelitian ini karena bersifat outlier
sebagaimana dijelaskan pada bagian tinjauan
literatur. Data tersebut dikumpulkan menggunakan
metode purposive sampling. Variabel yang dipakai
bisa diamati di Tabel 2.

H11l:Pandemi Covid-19 memoderasi pengaruh Penelitian ini menggunakan teknik analisis
belanja pemerintah daerah fungsi statistika deskriptif untuk menjelaskan
perlindungan sosial terhadap IPM perkembangan dan kondisi IPM dan belanja

pemerintah pusat dan daerah untuk fungsi
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Kemudian, melakukan identifikasi pengaruh
belanja pemerintah pusat dan daerah pada fungsi
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
kepada IPM. Selain itu, penelitian ini juga
membandingkan belanja pemerintah di masa
sebelum dan setelah pandemi untuk melihat
pengaruhnya terhadap IPM.

Menindaklanjuti hipotesis serta uraian yang
telah dijelaskan di atas, selanjutnya desain
kerangka kerja konseptual diwujudkan pada
Gambar 1. Sebagaimana digambarkan dalam
kerangka konseptual tersebut, khusus untuk
variabel kesehatan (health) tidak dilakukan
moderasi dengan variabel interaksi DCov. Hal
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan
karakter data variabel kesehatan, khususnya pada

periode tahun 2019-2021. Belanja kesehatan Penelitian ini juga memakai pendekatan
meningkat tiga kali lipat di tahun 2021 apabila kuantitatif dengan regresi data panel. Analisis ini
dibandingkan 2019, karena tambahan program dipilih karena bisa menyumbangkan data yang lebih
penanganan Covid-19 yang sangat dominan secara informatif, variabilitas yang lebih banyak, dan
nominal. Namun demikian, data realisasi belanja tingkat kebebasan yang lebih tinggi (Baltagi, 2005).
program tersebut seluruhnya diatribusikan pada Bentuk regresi data panel ditetapkan sesudah
lokasi geografis DKI Jakarta. Oleh karena itu, melakukan uji Chow untuk menentukan apakah
interaksi data dummy Covid-19 dengan data belanja data panel dalam bentuk regresi linier sederhana
kesehatan dapat diasumsikan tidak terjadi pada atau fixed effect model. Kemudian dilanjutkan
data yang tersedia, sehingga tidak perlu dilakukan dengan pengujian Hausman untuk menetapkan
moderasi. model fixed effect atau random effect (Gujarati &

Porter, 2012). Untuk mendapatkan dataset
berdistribusi normal, logaritma natural dipilih
untuk mentransformasi variabel belanja
pemerintah karena data belanja pemerintah

Tipe data yang dimanfaatkan untuk penelitian memiliki tingkat kemiringan yang tinggi serta
ialah data sekunder menggunakan data deret waktu

METODE PENELITIAN
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memudahkan dalam menjelaskan koefisien dan
mengatasi masalah heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi diabaikan dalam penelitian ini
karena data panel memiliki sifat yang lebih
cenderung ke cross section dibandingkan time series.
Menurut Nachrowi & Usman (2006), uji
autokorelasi hanya memiliki satu nilai dalam satu
model regresi. Jika dalam satu model ada beberapa
nilai (hasil) uji autokorelasi (misalnya Durbin-
Watson), maka uji tersebut dianggap tidak sah.
Untuk data cross section, hasil uji autokorelasi akan
berubah jika urutan data diubah-ubah. Sedangkan
data time series hanya memiliki satu kemungkinan
urutan data (urutan data bulanan/tahunan/periode
lain yang tidak bisa diubah).

Model ekonometrika data panel pada
penelitian ini dibedakan dalam dua kategori
kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan
Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk klasifikasi
karakteristik wilayah 33 provinsi di Indonesia.
Kategori KBI memiliki data panel untuk 21 provinsi
selama lima tahun, sedangkan Kkategori KTI
memiliki 12 provinsi selama lima tahun. Penelitian
ini mengestimasi persamaan regresi sebagai berikut
untuk masing-masing KBI dan KTI:

LnIPMit = a + pBilnEduCgit + B2EduCgDit +
BsLnEduLgic + PB4EduLgDit + BsLnHealthCgir +
BsLnHealthLgis + pB7LnSocCgit + PBsSocCgDit +
BoLnSocLgic + PBioSocLgDit + B11DCovit + errorit
................................................................................. Q)
dimana a adalah konstanta; B1, . . ., 11 adalah

koefisien regresi untuk 11 variabel belanja
pemerintah pusat dan pemerintah daerah; it adalah

provinsi i tahun t; dan errorit adalah error term
provinsi i tahun t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi data penelitian adalah 33 provinsi di
Indonesia dari periode tahun 2017-2021 sehingga
menghasilkan sebanyak 165 observasi. Selanjutnya,
populasi ini dibagi menjadi dua, yaitu KBI dengan
105 observasi dan KTl dengan 60 observasi.
Statistik deskriptif atas variabel yang dimanfaatkan
di penelitian untuk kedua wilayah ditampilkan
dalam Tabel 3.

Secara keseluruhan, IPM di KBI lebih tinggi
ditandingkan di KTl dengan nilai rata-rata 71,98
berbanding 67,69. Nilai minimum belanja
pemerintah pusat dan daerah untuk semua fungsi
berada di Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2017,
sedangkan nilai maksimum didominasi oleh
Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sebagaimana digambarkan pada Grafik 3, tren
belanja pemerintah pusat fungsi perlindungan
sosial mengalami lonjakan yang sangat tajam di
tahun 2020 dan 2021 di kedua kategori wilayah.
Sedangkan belanja pemerintah daerah di fungsi
perlindungan sosial relatif stabil. Untuk fungsi
kesehatan, belanja pemerintah daerah mengalami
kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021 di
KBI dan KTI, sedangkan belanja pemerintah pusat
relatif stabil. Selanjutnya, untuk fungsi pendidikan,
belanja pemerintah pusat relatif stabil sedangkan
pada belanja pemerintah daerah mengalami

Tabel 3. Statistika Deskriptif

Variabel N Min Max Mean Std. Dev
KBI
Dependen
IPM 105 66,26 80,22 71,9856 2,67
Independen
Edu_CG 105 148,6 16.7444 3.878,72 4.109,2
Edu_LG 105 1.566,3 43.849,4 11.323,6 10.757,9
Health_CG 105 65,7 11.359,2 2.0304 27148
Health_LG 105 967,8 30.965,1 5.894,9 5.846,6
Soc_CG 105 29,0 24.995,3 27944 4.826,2
Soc LG 105 90,2 1.6859 4487 3584
KTI
Dependen
IPM 60 59,09 733 67,6907 343
Independen
Edu_CG 60 4953 51772 15782 1.096,2
Edu_LG 60 1.6799 131119 52753 3.100,6
Health_CG 60 1185 3.380,1 8644 701,7
Health_LG 60 1.028.2 8.906,4 3.308,8 1.965,0
Soc_CG 60 79,0 4.690,2 1.0149 1.096,0
Soc LG 60 84,2 875,3 322,7 1769

Sumber: Diolah penulis
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Grafik 3. Tren Belanja Pemerintah
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penurunan di KBI dan kenaikan di KTI pada masa
pandemi. Penurunan belanja pemerintah daerah
pada fungsi pendidikan di tahun 2020 dan 2021 di
wilayah KBI dikarenakan penurunan realisasi
pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber
dana belanja tersebut.

Perhitungan Pairwise correlation
menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel
belanja pemerintah tinggi (di atas 0,8). Hal ini
mengindikasikan adanya multikolinearitas.
Multikolinearitas terjadi karena variabel-variabel
belanja pemerintah memiliki kesamaan tren
dimana variabel-variabel tersebut bertambah dan
berkurang pada tingkat yang relatif sama. Salah satu
cara untuk mengatasi multikolinearitas adalah
dengan menghilangkan variabel-variabel yang
memiliki nilai korelasi yang tinggi. Namun, hal ini
tidak dapat dilakukan karena belanja pemerintah
berdasarkan fungsi merupakan variabel yang diuiji.
Gujarati (2009) mengatakan bahwa terkadang
peneliti tidak perlu melakukan apa-apa untuk
menyelesaikan masalah multikolinearitas karena
keterbatasan data yang tersedia untuk penelitian
empiris.

Dalam penelitian ini, model regresi data panel
dipilih setelah melakukan uji Chow dan uji
Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan nilai
probabilitas < 0,05 untuk model wilayah KBI dan
KTI sehingga model Fixed Effect Model (FEM) lebih
tepat dibandingkan model Common Effect Model
(CEM).

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai
probabilitas < 0,05 untuk model wilayah KBI dan
KTl sehingga model FEM lebih dipilih daripada
Random Effect Model (REM). Kesimpulan akhir
kedua uji tersebut didapatkan bahwa FEM
merupakan model regresi terbaik untuk kedua

2019

KTI KBI KTI KBI KTI KBI

Health_lg Edu_cg Edu_lg

2020 w2021

Sumber: Diolah Penulis

wilayah KBI dan KTI sebagaimana tersaji pada
Tabel 4.

Hasil lengkap analisis regresi FEM untuk
wilayah KBl dan KTI disajikan pada Tabel 5.
Hipotesis nol untuk pengujian t-statistic adalah
tidak ada pengaruh positif belanja pemerintah
terhadap IPM serta tidak ada pengaruh negatif
pandemi Covid-19 terhadap IPM. Sedangkan
hipotesis nol untuk F-statistik adalah tidak adanya
pengaruh  simultan dari seluruh variabel
independen  terhadap  variabel  dependen.
Berdasarkan Tabel 5 tersebut, terlihat bahwa nilai
R-squared pada wilayah KBl adalah 0.9978 dan pada
wilayah KTI adalah 0.9979. Nilai R-squared yang
tinggi menunjukkan bahwa variabel yang dipakai
pada persamaan model untuk menjelaskan
pengaruh belanja pemerintah, baik pusat maupun
pemerintah daerah, pada masa sebelum dan
sesudah pandemi telah memadai.

Selain variabel belanja pemerintah pusat dan
daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan,
dan perlindungan sosial, model ini menambahkan
dua dummy variable yaitu dummy Covid-19 dan
dummy interaksi. Variabel dummy interaksi belanja
pemerintah dengan kondisi pandemi digunakan
untuk melihat perbedaan bagaimana arah dan
signifikansi belanja tersebut pada dua masa yang
berbeda. Berdasarkan hasil yang tersaji pada Tabel
5, dapat dilihat bahwa belanja pemerintah memiliki
pengaruh yang berbeda terhadap IPM Kketika

Tabel 4. Pemilihan Model Terbaik

KBI KTI

Stat Prob Stat Prob
Chow Test  610,6153 0,0000 305,7396 0,0000
Hausman 47,8112  0,0000 220,8803 0,0000
Test
Kesimpulan FEM FEM

Sumber: Diolah Penulis
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Tabel 5. Analisis Regresi FEM

Variabel Dependen: InIPMit

Variabel Independen KBI KTI
Koefisien Prob. Koefisien Prob.

InEduCagit .0055097 0.011%** 0022456 0.640
EduCgDit 0036984 0.006*** -.002080 0.663
LnEduLgit 0020945 0.503 0163806 0.032**
EduLgDit -.008597 0.006*** -025511 0.001***
LnHealthCgit .0006962 0.582 .0067309 0.024**
LnHealthLgit 0175716 0.000*** 012765 0.005***
LnSocCgit .0087657 0.000*** 0113885 0.000%***
SocCgDit 0021402 0.177* 0117459 0.005***
LnSocLgit -.003710 0.092 -017237 0.012
SocLgDit 0042497 0.050* 0190831 0.000***
DCovit -.032433 0.149* -.036301 0.518
C 3.386351 0.000*** 3.273773 0.000***
R-squared 0.9978 0.9979

Adj. R-sq. 0.9968 0.9966

F-stat 1061.29 0.000*** 794.34 0.000***

Keterangan: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

direalisasikan pada masa pandemi dibandingkan
masa sebelum pandemi.

Angka probability dalam Tabel 5 merupakan
output regresi dari aplikasi STATA. Adapun untuk
tanda signifikansi berdasarkan nilai p, hasil dari
aplikasi dihitung kembali dengan formula %z p-value
dari output aplikasi, untuk uji hipotesis seluruh
variabel, kecuali variabel moderasi. Penyesuaian
penghitungan tersebut dilakukan karena output p-
value dari aplikasi merupakan p-value untuk dwi-
arah sedangkan uji hipotesis untuk variabel selain
variabel moderasi dalam penelitian ini merupakan
eka-arah (Juanda, 2009). Adapun dengan uiji
hipotesis variabel belanja pemerintah satu arah,
variabel belanja pemerintah yang memiliki
koefisien negatif dikategorikan sebagai variabel
dengan pengaruh tidak signifikan, terlepas dari nilai
p-value (tidak diberi tanda *).

Berdasarkan koefisien pengaruh variabel-
variabel belanja yang berpengaruh positif dan
signifikan di kedua wilayah (KBI dan KTI) terdapat
perbedaan antara pengaruh belanja di kedua
wilayah tersebut. Untuk variabel belanja kesehatan
pemerintah daerah, setiap kenaikan 1% belanja
dapat meningkatkan 0,18% IPM di KBI, dan 0,13%
di KTI, ceteris paribus.

Pada variabel belanja perlindungan sosial
pemerintah pusat, kenaikan sebesar 1% dapat
meningkatkan 0,009% IPM di KBI, dan 0,011% di
KTI. Selain itu, variabel tersebut juga terbukti
signifikan memiliki pengaruh yang lebih besar di
masa pandemi. Pada masa pandemi, setiap kenaikan
sebesar 1% dapat meningkatkan 0,011% IPM di
KBI, dan 0,023% di KTI.

Sementara itu, variabel belanja perlindungan
sosial pemerintah daerah tidak terbukti memiliki
pengaruh yang signifikan sebelum masa pandemi.

Sumber: Diolah Penulis

Namun demikian, pada masa pandemi belanja
perlindungan sosial pemerintah daerah memiliki
peranan yang krusial dimana pengaruhnya menjadi
positif terhadap IPM. Pada masa pandemi, setiap
kenaikan sebesar 1% belanja perlindungan sosial
pemerintah daerah dapat meningkatkan 0,0005%
IPM di KBI, dan 0,002% di KTI.

Untuk wilayah KBI, dari sisi pemerintah pusat
(Cg), terlihat bahwa belanja yang memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
adalah belanja fungsi pendidikan dan perlindungan
sosial. Temuan terkait belanja pendidikan tersebut
sejalan dengan hasil penelitian Pahlevi (2017),
Hidarini & Bawono (2020). Adapun temuan terkait
belanja perlindungan sosial sejalan dengan
penelitian Haile & Nifio-Zarazua (2018). Di sisi lain,
belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif,
namun tidak signifikan sebagaimana hasil temuan
Harjunadhi & Rahmawati (2020). Penyebab
ketidaksignifikanan belanja pemerintah pusat
fungsi kesehatan terhadap IPM diduga karena
banyaknya jumlah rumah sakit swasta, klinik
swasta, dan asuransi swasta yang dimanfaatkan
oleh penduduk di wilayah KBI yang memiliki
peranan lebih besar terhadap peningkatan IPM
indikator kesehatan. Dugaan tersebut didukung
oleh data sebaran rumah sakit per provinsi
berdasarkan jenis pemilik rumah sakit, dimana
proporsi fasilitas kesehatan swasta dibandingkan
fasilitas kesehatan pemerintah, cenderung lebih
besar di wilayah KBI dibandingkan di wilayah KTI
(Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia,
2020).

Dari sisi belanja pemerintah daerah (Lg),
terlihat bahwa belanja pemerintah yang memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
adalah fungsi kesehatan. Temuan ini sesuai dengan
hasil penelitian Lubis (2015). Belanja fungsi
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perlindungan sosial pada masa non-Covid tidak
signifikan, sejalan dengan penelitian Harjunadhi &
Rahmawati (2020). Belanja perlindungan sosial
sebelum pandemi tidak memiliki standar yang sama
untuk semua provinsi di wilayah KBI. Hal ini
dikarenakan pengeluaran belanja perlindungan
sosial pemerintah daerah bergantung pada
Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan
Anggaran Sementara (KUA PPAS) di setiap daerah.
KUA PPAS yang berbeda tersebut menyebabkan
pemrioritasan dan pemilihan program dalam
belanja perlindungan sosial antar daerah berbeda-
beda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan
ketidakefektifan hasil belanja. Oleh karena itu,
pengaruh belanja perlindungan sosial pada masa
non-Covid tidak memiliki pengaruh positif terhadap
IPM.

Belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan
bernilai positif namun tidak signifikan. Temuan ini
sesuai dengan penelitian Lubis (2015). Di wilayah
KBI, komponen pendidikan pada IPM didukung oleh
faktor lain seperti banyaknya jumlah sekolah
swasta. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik,
2021), provinsi wilayah KBI memiliki jumlah
sekolah swasta yang lebih banyak dibandingkan
sekolah negeri yang dibiayai oleh belanja
pemerintah daerah.

Dari sisi interaksi dengan dummy Covid-19,
belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan

menunjukkan  pengaruh  positif  signifikan,
sedangkan belanja pemerintah daerah
menunjukkan  pengaruh  negatif. Hal ini
mengindikasikan ~ bahwa  belanja  edukasi

pemerintah daerah pada masa pandemi kurang
efektif dalam meningkatkan IPM. Pembelajaran
pada masa pandemi beralih dari tatap muka
langsung menjadi pembelajaran jarak jauh dalam
jaringan  (daring). Hal ini  menyebabkan
pengeluaran belanja pendidikan pemerintah daerah
yang mulanya sebagian besar digunakan untuk
operasional sekolah menjadi bergeser untuk
penambahan sarana prasarana pendukung sekolah
daring. Selain itu, sebagaimana tergambar pada
Grafik 3, belanja pemerintah daerah pada fungsi
pendidikan mengalami penurunan di tahun 2020-
2021 akibat menurunnya PAD yang digunakan
untuk membiayai belanja tersebut. Selanjutnya,
belanja fungsi perlindungan sosial, baik pemerintah
pusat maupun daerah, menunjukkan pengaruh
positif signifikan terhadap peningkatan IPM. Hal ini
menunjukkan bahwa penambahan anggaran pada
program perlindungan sosial pada saat pandemi
terbukti dapat meningkatkan komponen standar
hidup layak pada IPM.

Variabel dummy Covid-19 memiliki pengaruh
negatif signifikan terhadap IPM. Hal ini
menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak
buruk terhadap pembangunan manusia, khususnya

di wilayah KBI. Hal tersebut dapat diatribusikan
terhadap seluruh komponen pengukuran dalam
pembangunan manusia yakni kesejahteraan,
pendidikan, dan kesehatan. Dari segi kesejahteraan,
pandemi  Covid-19  mengharuskan  adanya
pembatasan  aktivitas masyarakat sehingga
indikator proxy PNB per kapita menurun. Di sisi
pendidikan, pandemi Covid-19 mengubah pola
pengajaran luring yang sudah mapan, menjadi
sistem daring yang memerlukan adaptasi pola
pengajaran dan tambahan infrastruktur. Utamanya,
dari sisi kesehatan, pandemi Covid-19 juga
meningkatkan risiko kematian sehingga dapat
menurunkan indikator proxy Angka Harapan Hidup
(AHH).

Untuk wilayah KTI, dari sisi pemerintah pusat
(Cg), belanja yang memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap IPM adalah fungsi kesehatan
dan perlindungan sosial. Temuan terkait belanja
kesehatan sejalan dengan hasil penelitian Mongan
(2019), sedangkan temuan terkait belanja
perlindungan sosial sejalan dengan hasil penelitian
Haile & Nifio-Zarazta (2018). Belanja fungsi
pendidikan berpengaruh positif namun tidak
signifikan. Salah satu komponen belanja pendidikan
pemerintah pusat adalah pemberian bantuan
Program Indonesia Pintar (PIP). Pada wilayah KTI,
bantuan PIP ini acapkali tidak dimanfaatkan oleh
siswa penerima bantuan dikarenakan jauhnya
akses terhadap Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
maupun bank (Yanuar, 2022). Selain itu, bantuan
PIP juga digunakan untuk keperluan selain
pendidikan. Di lain sisi, nilai besaran PIP adalah
sama untuk seluruh provinsi di Indonesia sehingga
ketika siswa wilayah KTl yang menerima PIP
memanfaatkan bantuan tersebut untuk membeli
peralatan sekolah, nilai riilnya menjadi lebih kecil
dibanding dengan wilayah KBI.

Dari sisi belanja pemerintah daerah (Lg),
belanja pemerintah yang memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap IPM adalah fungsi pendidikan
dan kesehatan. Temuan terkait fungsi pendidikan
sejalan dengan penelitian Mongan (2019),
sedangkan hasil pengaruh fungsi kesehatan juga
ditemukan dalam penelitian Lubis (2015).
Selanjutnya, seperti yang terjadi di wilayah KBI,
belanja pemerintah daerah wilayah KTI untuk
fungsi perlindungan sosial pada masa non-Covid
menunjukkan nilai negatif dan signifikan,
sebagaimana temuan dalam penelitian Hidarini &
Bawono (2020). Hal ini dikarenakan tidak adanya
standardisasi belanja perlindungan sosial antar
daerah.

Dari sisi interaksi dengan dummy Covid-19,
belanja pemerintah pusat fungsi pendidikan
memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap IPM.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemanfaatan
bantuan PIP di wilayah KTI masih belum maksimal,
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baik di masa sebelum pandemi maupun setelah
pandemi. Kendala dalam pemanfaatan PIP ini
semakin memperburuk nilai IPM di masa pandemi.

Kemudian, belanja pemerintah daerah
menunjukkan pengaruh signifikan yang
mengindikasikan ~ bahwa  belanja  edukasi

pemerintah daerah pada masa pandemi kurang
efektif dalam meningkatkan IPM. Sarana dan
prasarana pendidikan pendukung pembelajaran
daring di wilayah KTI masih kurang memadai
dibandingkan wilayah KBI. Oleh karena itu, belanja
operasional sekolah dari APBD kurang mampu
meningkatkan IPM pada masa pandemi.
Selanjutnya, sama halnya dengan wilayah KB8I,
program perlindungan sosial pada saat pandemi
yang dibiayai oleh belanja pemerintah pusat dan
pemerintah daerah terbukti dapat meningkatkan
komponen standar hidup layak pada IPM.

Variabel dummy Covid-19 di wilayah KTI
memiliki pengaruh negatif terhadap IPM namun
tidak signifikan. Perbedaan signifikansi pengaruh
pandemi terhadap IPM antara KBl dan KTI
dimungkinkan karena faktor kasus penderita Covid-
19 di KTl secara historis lebih sedikit dibandingkan
KBI (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2022).
Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) di wilayah KTI tidak seketat di KBI,
sehingga perlambatan aktivitas ekonomi dan
pendidikan di KBI lebih besar dibandingkan di KTI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel
belanja pemerintah dan variabel terkait Covid-19
terhadap IPM dapat berbeda antar wilayah KBI dan
KTI. Pada wilayah KBI, belanja pemerintah yang
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
IPM meliputi belanja pendidikan dan perlindungan
sosial pemerintah pusat, serta belanja kesehatan
pemerintah daerah. Di samping itu, variabel
pandemi Covid-19 terbukti signifikan menurunkan
IPM di wilayah KBI.

Di sisi lain, Covid-19 juga menyebabkan
perubahan koefisien pengaruh belanja pemerintah
di wilayah KBI. Perubahan tersebut meliputi
kenaikan pengaruh belanja pendidikan dan
perlindungan sosial pemerintah pusat, belanja
kesehatan pemerintah daerah, serta mengubah arah
pengaruh belanja perlindungan sosial pemerintah
daerah dari negatif menjadi positif. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kebijakan belanja pemerintah
di wilayah KBI cukup efektif dalam menanggulangi
Covid-19 dilihat dari indikator IPM.

Pada wilayah KTI, belanja pemerintah yang
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

IPM meliputi belanja kesehatan dan perlindungan
sosial pemerintah pusat, serta belanja pendidikan
dan kesehatan pemerintah daerah. Berbeda dengan
wilayah KBI, variabel pandemi Covid-19 tidak
terbukti signifikan menurunkan IPM di wilayah KTI.

Berkaitan dengan perubahan pengaruh belanja
pemerintah di masa pandemi, pada wilayah KTI
belanja pendidikan pemerintah pusat menjadi tidak
berpengaruh saat pandemi. Di sisi lain, pengaruh
belanja perlindungan sosial pemerintah pusat
meningkat dan pengaruh belanja perlindungan
sosial pemerintah daerah menjadi positif signifikan
di saat pandemi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat
dilihat bahwa secara umum belanja pemerintah
berpengaruh positif dan efektif dalam penanganan
Covid-19. Namun demikian, terdapat beberapa jenis
belanja yang memerlukan kajian lebih mendalam
terkait dengan penyaluran dan pemanfaatannya
agar lebih efektif.

Pada wilayah KBI, belanja pemerintah daerah
yang sebaiknya dievaluasi adalah belanja
pendidikan dan perlindungan sosial. Adapun untuk
pemerintah pusat, evaluasi perlu dilakukan
terhadap belanja kesehatan. Pada wilayah KTI,
belanja yang sebaiknya dievaluasi lebih lanjut
adalah belanja pendidikan pemerintah pusat dan
perlindungan sosial pemerintah daerah. Berkaitan
dengan belanja pendidikan pemerintah pusat,
dalam implementasi PIP diharapkan agar sekolah
dapat berperan lebih aktif untuk pendampingan
penggunaan PIP untuk keperluan pendidikan siswa.

Berkaitan dengan perubahan pengaruh belanja
di saat pandemi, sebaiknya pemerintah daerah baik
di KBl maupun KTl mengevaluasi kembali kebijakan
pendidikan di masa pandemi, khususnya dengan
sistem yang bergeser menjadi daring, karena diduga
implementasinya tidak efektif. Khusus untuk
pemerintah pusat, evaluasi efektivitas kebijakan
pendidikan selama masa pandemi dapat difokuskan
pada wilayah KTI, mengingat perubahan
pengaruhnya sudah positif di wilayah KBI.

Dalam konteks rekomendasi yang lebih umum,
penelitian ini tidak memasukkan beberapa data
belanja yang realisasinya menumpuk di Provinsi
DKI Jakarta karena tidak dapat dibagi ke dalam
provinsi-provinsi yang secara riil menerima
manfaat belanja terkait. Untuk itu, dapat
direkomendasikan kepada institusi pengelola data
baik di Kementerian Keuangan selaku pengelola
data anggaran, maupun Kementerian/Lembaga
Teknis selaku pengelola data program, agar dapat
memperbaiki struktur data anggaran program yang
dikelolanya, khususnya agar dapat mengidentifikasi
lokasi-lokasi riil dimana program
diimplementasikan. Dengan demikian, evaluasi atas
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program dapat dilakukan dengan akurat, serta
memudahkan penelitian serupa di masa depan.

Keterbatasan dari penelitian ini secara umum
berkaitan dengan data yang digunakan. Time series
data yang digunakan relatif masih pendek
mengingat keterbatasan data. Penambahan seri
waktu dapat menguatkan akurasi hasil regresi. Di
samping itu, data terkait belanja pendidikan dan
kesehatan juga belum bisa memasukkan beberapa
program pemerintah pusat, mengingat data dukung
belum tersedia untuk membagi nominal belanja
program tersebut ke dalam provinsi-provinsi yang
menerima manfaat riilnya.

Berkaitan dengan time series yang terbatas,
penyempurnaan riset ke depannya juga dapat
mempertimbangkan untuk memasukkan lag
variabel dependen maupun lag variabel independen
sebagai regressor untuk memverifikasi pengaruh
dari regressor yang berpotensi berdampak dalam
lintas periode waktu, apabila data sudah tersedia.
Hal tersebut khususnya mempertimbangkan
kondisi saat ini dimana data rinci terkait belanja
pemerintah masih belum memiliki time series yang
besar, sehingga penggunaan lag dalam model dapat
semakin memperpendek time series dari data.

Berkaitan dengan model yang digunakan,
penelitian ini telah membagi regresi ke dalam
kawasan barat dan kawasan timur Indonesia
berdasarkan karakteristik wilayah yang relatif
serupa. Untuk lebih menyempurnakan model,
penelitian ke depan dapat dilakukan berdasarkan
kategorisasi regional yang lebih kecil atau per
provinsi apabila seri waktu data dapat mencukupi.
Selain itu, untuk melihat pengaruh belanja dengan
region yang lebih spesifik, penelitian selanjutnya
juga dapat mempertimbangkan untuk
menggunakan  metode  penelitian  seperti
Geographically Weighted Regression, Input-Output
Analysis, Data Envelope Analysis, dan/atau
Stochastic Frontier Analysis.
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